
BUPAT\ CIAIV.IUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 28 TAHUN 2OL3

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH I(ABUPATEN CIANJUR

TAHUN ANGGARAN 2012

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA trSA
BUPATI CIANJUR,

: bahwa untuk melaksanakan kelcnluan Pasal 9 Peraturart
Daerah Nomor Tahun 2Ol3 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012, pcrlLl
menetapkan Peraturan Bupati tcntarrg Pcnjabarrin
Pertanggungjawaban Pelaksanaarr Anggararr Pr:ndapatan
dan Belanja Daerah Tahurr Anggaran 2012:

:1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentangMengingat
Pembentukan Daerah-Daerah Kabr-rpaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebergarimana tcl:rh
diubah dengan Undang-ur-rdang Nomor 4 Tahun 1q68
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakerrta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undtrng
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daererh-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djau,a
Barat (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahr-rn 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 285 1);

Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelcnggareran
Negara yang Rersih dan Bebas dari i{orr-rpsi, I{olusi cl:rrr
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Irrdr:nesia Tahurr
1999 Nomor 75 Tambahern Lembaran Ncgara Repul:lik
Indonesia Nomor 3851 );

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negnrii
Republik Ind<inesia Nomor a287);

2.

3.
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tnhun 2OO4 [entan!{,
Perbendaharaan Ncgara (Lembaran Ncgara Rcpublik
lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5 Tambaharr Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

5. Undar-rg-Undang Nomor 15 Tahun '2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjaw,ab I(cuangar-r
Negara (Lembararr Negara Republik lndoncsia l'ahun 2OO4
Nomor 66 Tambahzrrr Lembaran Negnra Rcpublik
Indonesia Nomor aa00);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negilrrr
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambeihan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa21\

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 Lentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana
telah beberapakali dir-rbah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubnhan Keclulr
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aSaa\;

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2OOg tentang Majelis
Permusyawaralan Rakyat, Dewan Pcru'akilan Rakyat,
Dewan Pcrwakilan Dacrah dan Dcwan Pcrwakilan Rakyat
Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indr>nesia Tahun
2OO9 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50a9);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak clan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndoncsia
Tahun 2OO9 Nomor 130, Tambahan Lembarern Negara
Republik Indonesia Nomor 50a3);

1 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20 1 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembararr

,'Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Ncgara Rcpr-rblik Irrdoncsia Nornrtr
523a\;
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan I(cuangan Badan Layanan Umum (Lembar:in
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan l,embaran Negara Repr-rblik Indorrcsia Nornr:r
4502), sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan I(euangan Badan La-yanan Umum (Lembeirarr
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
53aO);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahar-r l,embaran Negara
Repr,rblik Indonesia Nomor a575\;

74. PeraLuran Pemerintah Nomor 56 l'ah u n 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Deterah (Lembararr
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor I38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576) sebagaimana lelah diubah dengan PeraLurultr
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 terltang Perubal-ran
Atas Peraturan Pemcrintah Nomor 56 Tahun 2005 tent.in,l,
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaralr Negari-t
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahatn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5l55);

15. Peraturan Pemerirrtah Nomor 57 Tahun 2OO5 Lclltiing
Hibah I(epada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45771;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemberran Negarn
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

17. Peraturan PemerinLah Nomor 65 Tahr'trr 2005 tcnLtlng
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor a585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tenlzrng
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pcnyclenggaraetn
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a592);
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20A6 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembararr
Negara Republik indonesia Tahun 2006 Nomr>r 20,
Tambahan Lembaran Negara Repr-rblil< Incloncsia Nomor
4609lr sebagaimana tclah diubah dengan Peraturarn
Pemerin[:rh Nomor 38 Tahun 2008 tenlang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20OB Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tal'iun 2OOb ten[ang
Laporan Keuangan dan I(inerja InsLansi Pemerirrtah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a6la);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2AO7 tenlang
Laporan Penyelerrggaraan Pemcrintahan Dacrah kepacia
Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban I(epala Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a6%);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintarh,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan PemerinLahan Daerah
Kabupaten/l(ota (Lembaran Negara Republik Indonesiii
Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negari.r
Republik Indonesia Nomor a7371;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OA7 tenlang
Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negtira
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tiimbahnn
I-embaran Ncgara Republik Indoncsia Nomor a73B);

24. Peraturan Pemerint:rh Nomor 5'lairun 2OOg tentang
Bantuan Keuangan kcpada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor I B,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nclmor
4972) sebagaimanh telah diubah dengarr peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tarhun 2012 Lentitng perubaharr
atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan l<epada Partai Politik (Lemb:rrarr
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
53s 1);
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25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 lenlan${ ]'ata
Cara Pelaksanaan'l'ugas dan Wewcnang scrLa Kcdudukiln
I(euangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107) sebagaimana tclah cliubah dengan
Peraturan Pcmerintah Nomor 23 'lahun '2O11 tentilllF(
tentang TaLa Cara Pclaksanailrr Tugas clan Wcwcnalre
serta Kedudukan I(euangan Cubernur scbagai Wakil
Pemerintah Ci Wilayah Provinsi (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 5290);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahur-r 2010 tentung
Standar Akuntansi Pemerintahan (L0mbaralr Negarir
Republik lndonesia Tahun 2OlO Nomor 123, l'ambaharr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201I Lentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Repurblik Indoncsill
Tahun 2Oll Nomor 59, Tambahan Lembaran Negar;r
Republik Indonesia Nomor 5219);

28. Peraturan Presidcn Nomor 54 Tahun 20lO tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiclen
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan l(edua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tcntang,
Pengadaan Barang/Jasa Pemcrintah (Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambaharr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533a);

30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengern
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20l l
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2OOT
tenLang Pedoman Evalr-rasi Rancangan PcratLtran Dacr";rh
tenLang Pertanggung jawaban Pelaksanaarr Anggararr
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran pcndapatan
dan Belanja Daerah;

32., Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009
tentang Tata Cara Penatausahaan darr penyusunarl
Laporan Pertangglngjawaban
Penyampaiannya;

Bendahara sc rLa
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33. Peraturan Menteri Dalam Negeri 24 Tahun 2OA9 tentanfl
Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalant
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pcngajr:an,
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan i(euangarr Partai PoliLik;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 201i
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahltn Anggararr 2012;

35. Pera[uran Mcntcri Deilam Ncgcri Nomor 32 Tahurl 201 I

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Pen:bahan Atas Peraturan Menteri Dalam Ncgcri Nomor
32 Tahun 2Oll tenLang Pedoman Pemi:erian Hibah cl:rrt
Bantuan Sosial yang Bersumber darri Anggar-atr
Pendapatan dan Belanja Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 201 1

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

37. Peratura4 Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahurt
2AO7 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembar"ar-t
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2OO7 Nomor 02 Seri D)

38. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun
2)ll tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacralt
Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 (Lemharz:r-t
Daerah l(abupaten Cianjur Tahun 201 I Nomor 43 Seri D)r

39. Peraturan Daerah Kabupaterr Cianjur Nomor 18 Tal-rurr
2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 201 1

(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor
46 Seri D);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor..... 'l'ahun
2013 tentang Pertanggungjawaban Pclaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Iiabupatcn Cianjurr
Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupater-r
Cianjur Tahun Anggaran 2013 Nomor.. Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
PENDAPATAN DAN BELAN.]A DAERAH
CIANJUR TAHUN ANGGARAN 2012.

PENJABARAN
ANGGARAN

KABUPATEN
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Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2012, terdiri
atas :

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lainPendapatan

yang sah

Jumlah Pendapatan

Belanja :

a. Belanja Tidal< Langsung :

1) Belanja Pegawai

2l Belanja Subsidi

3) Belanja Hibah

4l Belanja Bantuan
Sosial

5) Belanja Bagi Hasil

6) Belanja Bantuan
Keuangan

7l Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Tidak
Langsung

b. Belanja Langsung :

1) Belanja Pegawai
2l Belanja Barang Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Langsung

Jumlah Belanja

Surplus/ (Detisit)

2. Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto

Sisa lebih Pembiayaan
Rp 1 52.9a3 .247 .7 12,36.

21s.802.ss8.713,00
1.43A.477 .37 i.436,00

389.250.931,i65,00

2.035.530.861.314,00

Rp 1.04L449.220.005,00

Rp 4.093.641.375,00

Rp 156,268.854.224,Q4

Rp 18.573. 175.000,00

Rp 695.555.789,00

Rp 60.054.187.814,00

Rp 3,429.253.324,O4

Rp 1.284.563.887.531,00

Rp 56.464.732.569,00
Rp 309.511.649.331,88
Rp 322.640.716.696,00

Rp 688.617.098.596,88

Rp 1.973.180.986. 127,88

Rp 62.349.87 5. I 86, 12

Rp 10 1 .880.86 9.997 ,24
Rp 11.287.497.471,00

Rp 90..593.372.526,24

Anggaran Tahun Bcrkennan

Rp
Rp

Rp

Rp

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagiarr
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 Agustus 2O13

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur

KEP UM SEKRETARIAT DAERAH
CIAIXJUR,

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 28.


